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KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Perkada setelah RPUMD ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsl Djawa Barat (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950); sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4428);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.
S

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Cirebon;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD
adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas
mengelola anggaran dan barang daerah;

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah
Dinas Teknis yang melaksanakan penyelenggaraan urusan
perhubugan.

Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan,
baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat
maupun penanggung resiko;

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang ada;

Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses
penyusunan rencana pembangunan daerah  yang
dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan
selama periode satu tahun,

Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen
di daerah untuk mewujudkan visi daerah;

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik
berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau
jasa;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD,
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu
Tahun 2014-2019.

(2) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2014 - 2019
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran
RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada
RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis
pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih,
kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD
dan dana lainya baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

(3) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang
memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyusunan  Rencana  Strategis (Renstra) Perubahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus
menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan adapun tujuan
penyusunan Rencana  Strategis (Renstra) Perubahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah :

a. Menentukan Visi dan Misi Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon.

b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

c. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019
Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka  pelaksanaan  Urusan
Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.



BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan
sistematika sebagai berikut :

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Perubahan latar belakang
penyusunan Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, landasan
hukum, maksud dan tujuan dan sistematika
penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang Perubahan tugas, fungsi dan
struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan
serta tantangan dan peluang pengembangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS,
POKOK DAN FUNGSI

Berisi uraian tentang Perubahan identifikasi
permasalahan serta isu - isu Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON Berisi uraian tentang
Perubahan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi
dan kebijakan Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Berisi uraian tentang Perubahan rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berisi uraian tentang Perubahan indikator kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang secara
langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
Tahun 2014 - 2019.



BAB YV
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5
Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI CIREBON,
ttd
SUNJAYA PURWADISASTRA
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ll
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2917 NOMORBERI 5.15





